eJournal limu Pemerintahan, 2015, 3 (1): 458-467
ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2015

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN
TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA LIMBU
SEDULUN KABUPATEN TANA TIDUNG

Andrian RicoRD !

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan Peran
Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Tertib Administras Pertanahan di Desa
Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung serta untuk mengetahui faktor
penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di
Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung.

Penelitian dilaksanakan di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, observas,
kuisioner, dan wawancara serta dokumentasi. Adapun yang menjadi narasumber
yaitu Kepala Desa Limbu Sedulun, Sekretaris Desa Limbu Sedulun, Kepala
Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, beserta staf desa dan tokoh
masyarakat desa Limbu Sedulun untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas
sesuai dengan kebutuhan penulis.

Peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Tertib Administras
Pertanahan seperti pendaftaran tanah, pemasangan patok atau batas tanah,
pencatatan jumlah dan luas tanah yang dimiliki desa dan masyarakat, pemberian
nomor registrasi agenda pertanahan dan legalisas pembuatan surat tanah serta
administrasi pertanahan lainnya yang telah diberikan pemerintah desa yang
secara khusus memiliki kewenangan dalam urusan pertanahan serta telah
melakukan koordinasi dan evaluasi dengan lembaga atau instansi terkait urusan
pertanahan. Adapun faktor yang menjadi penghambat bagi pemerintah desa dan
masyarakat desa Limbu Sedulun adalah kurangnya sosialisasi mengenai regulas
pertanahan dan tingkat sumber daya manusia yang masih rendah serta belum
adanya keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
hukum adat istiadat masyarakat setempat dalam pelaksanaan tertib administras
pertanahan.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Tertib Administrasi Pertanahan
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Pendahuluan

Di Indonesia, undang-undang pertama yang mengatsalah pertanahan
adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangti?an Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan implementasri dJndang-Undang
Dasar 1945 yang memberikan kekuasaan kepada negara menguasai bumi,
air, dan ruang angkasa. Sumber utama dalam pemam¢ukum tanah nasional
adalah hukum adat. Hal ini tercermin dari rumusasaP 5 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang menyatakanvadahukum agraria
yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkash falaum adat, sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dan negmmg berdasarkan atas
persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia,d@Tgan peraturan-peraturan
yang tercermin dalam undang-undang ini dan dengzmatyran perundangan
lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-yang bersandar pada
hukum agama.

Desa Limbu Sedulun adalah desa yang terletak sttpkabupaten Tana
Tidung yang merupakan salah satu kabupaten terhud@onesia. Desa Limbu
Sedulun adalah salah satu dari dua puluh tiga gasg tersebar dalam tiga
kecamatan di Kabupaten Tana Tidung merupakan deearo sebagdocal self-
government mendapatkan kewenangan penuh dalam mengatur dagurns
urusan rumah tangganya sendiri. Sebagai desamgasiy dalam perkembangan
di berbagai bidang baik dalam pembangunan, ekonpemdidikan, kesehatan,
maupun dalam bidang lainnya desa Limbu Sedulun m@rkan ketertiban
dalam administrasi desa, khususnya dalam bidarignadran. Bidang pertanahan
menjadi prioritas utama karena masyarakat yang pam@mnya bermata
pencaharian sebagai petani.

Keberadaan pemerintah desa merupakan alat untukcapa tujuan
pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yamgperkuat struktur
pemerintahan negara Indonesia. Sebagai alat untwncapai tujuan
pembangunan nasional, pemerintah desa merupakan pageerintah terdepan
yang dapat menjangkau kelompok masyarakat riil yiaegdak disejahterakan;
sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa kanupanbaga yang dapat
memperkuat lembaga pemerintahan nasional karéagaekesatuan masyarakat
hukum adat desa telah terbukti memiliki daya talaar biasa sepanjang
keberadaanya. Sebagai kesatuan masyarakat hukumdada telah memiliki
struktur kelembagaan yang matang yang dihormati dadestarikan oleh
masyarakat desa yang bersangkutan.

Dalam memacu kinerja pemerintah desa, khususnpash Limbu Sedulun
kepala desa dan aparatur desa, mempunyai artingedélam membantu dan
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyaratatmdmenyelesaikan setiap
urusan dan masalah yang dihadapi. Salah satu yaimy snenjadi masalah bagi
masyarakat Desa Limbu Sedulun adalah proses peakdsa catur tertib
pertanahan yang kurang dipahami oleh masyarakat.
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Terjadinya sengketa antar warga di desa Limbu Sedéperti kepemilikan
tanah yang tidak jelas berdasarkan surat-surattgaag berarti bahwa tanah
tersebut dimiliki secara tidak sah menggunakantskepemilikan tanah yang
tidak sah pula. Sengketa lahan yang terjadi padantd990, yaitu adanya warga
yang memiliki sebidang tanah tepat berada didalanar milik sebuah
perusahaan. Juga pernah terjadi sengketa antararaauglang saling
memperebutkan kepemilikan tanah diakibatkan suegtetilikan tanah yang
tidak sesuai berdasarkan kondisi yang sebenarrgtarud masalah pertanahan
ini mulai timbul dikarenakan sejak awal desa Lingmdulun berdiri, desa ini jauh
dari pengawasan pemerintah karena berada di petfasokah.

Tanah bagi masyarakat Desa Limbu Sedulun merupdicata tidak
bergerak yang mempunyai nilai fungsi yang sangaggii untuk menunjang
perekonomian dan kehidupan setiap masyarakat. Unergklaim bahwa tanah
yang dimiliki sah secara hukum oleh sebab itu, ©idrbuatkan surat kepemilikan
tanah.

Di Indonesia, sertifikat hak-hak atas tanah berlsdioagai bukti yang kuat
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (IuRerdemerintah Nomor 10
tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kiah tdicabut dan ditegaskan
kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tal®7.INegara menjamin
sepenuhnya pendaftaran dan penerbitan sertifikaniadakan adanya unsur
pemalsuan, mewajibkan negara memberikan ganti kardgpada pemilik tanah
yang menderita kerugian atau kerusakan atas kesafgndaftaran tanah sebagai
akibat adanya penipuan, kecurangan atau pemalanda tangan. Oleh karena
itu, keakuratan pendaftaran tanah didasarkan padeeiganah para pemohon
yang mendaftarkan tanah. Jika dalam pendaftardagat klaim yang wajar dan
pantas tidak bisa didaftarkan. Jika tanah telataftid maka telah dijamin
pemilikannya oleh negardan haknya tidak dapat dibatalkan karena dijaneh ol
undang-undang.

Dengan melihat uraian diatas maka penulis tertartkk lebih menekankan
dan meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebaoara ilmiah melalui skripsi
dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksahewib Administrasi
Pertanahan di Desa Limbu Sedulun, Kabupaten Tahangji

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksaed# administrasi
pertanahan di desa Limbu Sedulun Kabupaten Tanangjit

2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksatertib administrasi
pertanahan khususnya dalam pembuatan surat kek@mitanah di desa
Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung?

Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pelaks tertib
administrasi pertanahan di Desa Limbu Sedulun KatampTana Tidung.
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2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksatexéib administrasi
pertanahan di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tanangjid

Maka penelitian ini mempunyai kegunaan sebagakberbecara akademis
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikanntiusi terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh padgkb kuliah dengan
kenyataan yang terjadi di lapangan dalam rangka ingkatkan dan
mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmunpeaten.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkanatlapemberikan masukan
yang berarti bagi Pemerintah Daerah kabupaten Tashang khususnya pada
Pemerintah Desa Limbu Sedulun dalam memahami dammeoshkan
permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tadtifinistrasi pertanahan
yang ada di desa Limbu Sedulun. Serta memberikambgaan atau
mendeskripsikan kepada masyarakat tentang perarerpgam desa dalam
pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di desdu Sedulun, Kabupaten
Tana Tidung.

Kerangka Dasar Teori
Pemerintah Desa
Pemerintah desa menurut UU Undang-Undang Reputdikriesia Nomor
6 Tahun 2014, pada bab | pasal 1 menegaskan batweripntah desa atau yang
disebut dengan nama lain adalah kepala desa dangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
A. Kepala Desa
Kepala desa langsung di bawah pembinaan bupatbtali Kepala desa
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemenmtgdenbangunan,
dan kemasyarakatan. Tugas dan kewajiban kepala diaan memimpin
penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebitutlaigngan peraturan
daerah berdasarkan peraturan pemerintah.
B. Perangkat Desa
Perangkat desa bertanggung jawab kepada kepalaRrsagkat desa terdiri
atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya@puAdperangkat desa
lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk yemsangkutan. Jumlah
perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan datisk@wsial budaya
masyarakat setempat.

Kewenangan Desa
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dtor2 Tahun 2005
(dalam Hanif Nurcholis, 2011:69), kewenangan desdiri dari:
A. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan haksaasgalesa
B. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan péabn/Kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa
C. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintahvin@ip pemerintah
kabupaten/kota
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D. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peratysarundang-undangan
diserahkan kepada desa.

Pelayanan Pemerintahan Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011:103) pelayanan pemtahan desa
berhubungan dengan tiga fungsi yang dimiliki pentahian desa, yaitpertama,
memberikan pelayanan kepada masyarakat (pelayardik)pkedua, melakukan
pembangunan (pelayanan pembangund®jiga, menciptakan ketentraman,
ketertiban, dan keamanan masyarakat (pelayanangergan).

Administrasi Desa Bidang Pertanahan

Menurut Hanif Nurcholis (2011:135) administrasi @lexlalah keseluruhan
proses kegiatan pencatatan data dan informasi mangeenyelenggaraan
pemerintahan desa pada buku administrasi desa. mMetrasi desa bidang
pertanahan dicatat dalam buku administrasi umum.

Tertib Administrasi Pertanahan

Tertib administrasi pertanahan menurut Ali Achmado@za (2004:74)
merupakan keadaan dimana untuk setiap bidangteisdédia aspek-aspek ukuran
fisik, penguasaan penggunaan, jenis hak dan kapastikumnya yang dikelola
dalam sistem informasi pertanahan lengkap.

Definisi Konsepsional

Penulis memberikan definisi konsepsional dari pepemerintah desa
dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahandedia Limbu Sedulun
kabupaten Tana Tidung adalah merupakan salah aatpatan pemerintah desa
Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung dalam meneatibgelaksanaan tertib
administrasi pertanahan, salah satunya adalah gaslakn pembuatan surat
kepemilikan tanah agar tanah tersebut dimiliki Eesah sesuai hukum.

Metode Penélitian
Berdasarkan bentuk dan format judul penelitiankandapat dikategorikan
bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian dexKrikualitatif. Artikel ini
memakai data-data dari penelitian di lapangan yaewgulis lakukan di Desa
Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung.
Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian inilalada
1. Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan teiriniatrasi pertanahan di
Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung.
2. Pelaksanaan tertib administrasi pertanahan.
3. Faktor penghambat bagi pemerintah desa dalanakgzeiaan tertib
administrasi pertanahan di Desa Limbu Sedulun KatawpTana Tidung.
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Dengan sumber data ditentukan menggunakan Té&kurosive Sampling.
Tujuannya yaitu menentukan sampel dengan pertindmanggrtentu yang
memberikan data secara maksimal. Dalam penelitttnyang menjadikey
informan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan beberapg staf desa,
sedangkan yang menjadiforman adalah masyarakat desa. Dan penggunaan
prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelidapustakaan Library
Research) dan Penelitian LapangarFi@éld Work Research) yang terdiri dari
Observasi, Quisioner, Wawancara dan Penelitian Deku Selanjutnya data
tersebut direduksi, disajikan, dan diambil sebusgirkpulan.

Hasi| Penelitian dan Pembahasan

Desa Limbu Sedulun merupakan salah satu desabgraga di Kecamatan
Sesayap Hulu, yang pada mulanya dalam wilayah Katba@Bulungan, dan pada
tahun 2007 terbentuk pemekaran kabupaten yang nueniran kabupaten Tana
Tidung, yang beribukota di Tideng Pale.

Secara administratif, desa Limbu Sedulun terle&dditar 1 (satu) kilometer
dari ibu kota kabupaten Tana Tidung. Desa Limbuusgdmemiliki duapertiga
wilayahnya masih berbentuk perbukitan dan setewgahwilayah desa Limbu
Sedulun masih berupa kawasan hutan.

Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan

Peran kepala desa dalam menjelaskan proses psdalkstertib administrasi
pertanahan di desa Limbu Sedulun mencapai hasd y@ah maksimal dalam
melaksanakan catur tertib pertanahan dalam halmastnaisi pertanahan dan juga
telah menjelaskan bahwa pemerintah desa telah namngesejak lama hal yang
disebut dengan catur tertib pertanahan.

Kewenangan Desa Dalam Urusan Pertanahan

Bahwa kewenangan atau tugas pembantuan yangkdiberieh pemerintah
kepada pemerintah desa belum bisa turut campuamadglam masalah tanah
ulayat atau tanah adat, dikarenakan hukum adatedatl ini masih bersifat kental
dan fleksibel. Kewenangan desa dalam urusan pédand desa Limbu Sedulun
mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuamraikagyhukum tersebut
dalam urusan tertib pertanahan.

Pelayanan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administras
Pertanahan

Pelayanan pemerintah desa Limbu Sedulun dalamkgazeiaan tertib
administrasi pertanahan tidak dapat berjalan maksikarena faktor masyarakat
yang kurang menyadari betapa pentingnya tertib midtrasi pertanahan tersebut.
Penulis menyimpulkan bahwa efek dari pelayananidak terlihat dalam waktu
dekat, tetapi dampak yang terjadi di waktu akaamg@pasti terlihat sangat jelas.
Belajar dari pengalaman yang dimulai dari pemehirgasat hingga pemerintah
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daerah di berbagai tempat dan waktu, permasalahammenjadi dianggap
permasalahan klasik. Mulai dari sengketa tanahrapéaseorangan, hingga
sengketa batas wilayah yang dipenuhi oleh intrikikrpolitik.

Administrasi Desa Dalam Bidang Pertanahan

Di desa Limbu Sedulun, administrasi desa di bidapgrtanahan
dilaksanakan oleh kepala urusan atau kaur pemkeantgang salah satu tugasnya
adalah melaksanakan pencatatan data pertanahak deiia maupun milik
penduduk pada buku administrasi pertanahan dan oersbrat-surat keterangan
kepemilikan tanah.

Evaluas Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administras
Pertanahan

Evaluasi yang dilakukan pemerintah desa lebih keemean pada evaluasi
pelaksanaan tertib administrasi yang masih berjdamban. Pemerintah desa
harus memikirkan berbagai solusi untuk mengatakitdraebut. Dalam rangka
mengantisipasi sistem pendaftaran tanah yang dkgumgpada saat dilakukan
pendaftaran tanah maka hubungan pribadi antaraorsege dengan tanah
diumumkan kepada pihak ketiga atau masyarakat umum.

Koordinasi Pemerintah Desa Terhadap Instans Terkait Dalam Pelaksanaan
Tertib Administras Pertanahan

Pemerintah desa dalam pelaksanaan tertib pertandhadesa Limbu
Sedulun didasarkan pada pemerintah desa telah ukelakkoordinasi dengan
instansi terkait seperti yang dijabarkan dalam teema Pemerintah Nomor 72
tahun 2005 tentang desa yang mengikutsertakan na&ksyalan adat istiadat serta
koordinasi dengan pemerintah tingkat kecamatan.

Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Tertib Administras
Pertanahan

Faktor yang menjadi penghambat pemerintah desahageraturan yang
menangani urusan pertanahan belum cukup kuat dakmangani masalah yang
timbul. Untuk peraturan umum yang dibuat pemerinpalsat memang telah
memadai, tetapi untuk sekedar mengetahui bahwaakeadaerah di setiap
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sargjatberbeda-beda. Faktor
penghambat lainnya adalah faktor sumber daya meayasig ada di desa Limbu
Sedulun belum cukup memadai dalam pemahaman pemgHutalangan
pertanahan yang cukup banyak. Sistem pendaftanaah tgang dianut juga
menjadi penghambat bagi pemerintah desa.

Kesmpulan
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1. Peran pemerintah desa dalam melaksanakan &attibnistrasi pertanahan
atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pendaftanah di desa Limbu
Sedulun sejauh ini telah berjalan meskipun belumksmaal. Peran
pemerintah desa Limbu Sedulun dalam pembangunapet&ambangan desa
masih terkendala akibat kurangnya regulasi ataunglang-undangan yang
mengatur tentang pengembangan wilayah kabupatea Taung seperti
peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wi{&&RW) yang masih
dalam proses pembahasan di tingkat provinsi Kaliaramimur.

2. Kewenangan pemerintah desa dalam bidang admasiigiertanahan adalah
urusan yang diserahkan oleh pemerintah tingkat patea/kota yang
pelaksanaannya diserahkan kepada desa layaknyksgedan desentralisasi
pada umumnya. Pemerintah desa berwenang untuk wkalakpendaftaran
tanah, pemasangan patok atau batas tanah danpegestatan pertanahan
lainnya. Pelayanan dan administrasi pemerintah desabu Sedulun
merupakan dua hal yang saling berhubungan. Pelaygaag diberikan
pemerintah desa dalam melaksanakan tertib adnaisigbertanahan seperti
pencatatan jumlah tanah yang dimiliki desa dan arakat, memberikan
nomor registrasi agenda pertanahan, melegalisasbyegtan surat tanah,
mencatat nomor surat tanah serta dalam proses gambgajak tanah.

3. Pemerintah desa Limbu Sedulun memberikan pedayaadministrasi
pertanahan kepada masyarakat desa Limbu Sedulualumpérangkat desa
bidang pemerintahan yang secara khusus memilikiekengan dalam
melakukan koordinasi kepada instansi terkait sefgrtbaga ataupun badan
pertanahan baik secara nasional, regional dan ragkteerta melakukan
evaluasi terhadap seluruh proses tertib adminigtertanahan di desa Limbu
Sedulun demi tercapainya visi dan misi pemerinedad.imbu Sedulun.

4. Faktor yang menjadi penghambat bagi pemerinésia dan masyarakat desa
Limbu Sedulun dalam pelaksanaan administrasi painamadalah kurangnya
sosialisasi dari pemerintah tingkat kecamatan $gsagan pemerintah
kabupaten Tana Tidung khususnya di dalam pembusatgnlasi atau
peraturan yang mengatur kepemilikan tanah secaranmadat suku Dayak
Belusu yang masih digunakan secara turun-temuringgh permasalahan
wilayah administrasi desa yang termasuk dalam kamwdsmk penguasaan
hutan (HPH) atau kawasan budidaya kehutanan daketartanan.

Saran

1. Perlunya membina hubungan baik antara pemeriésia Limbu Sedulun,
perangkat desa Limbu Sedulun dengan pemerintakatiigecamatan dalam
menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik kepadasyarakat desa
Limbu Sedulun sehingga mampu memberikan pelayanasyanakat baik
dalam pembangunan desa khususnya administrasi npbala atau
pendaftaran tanah yang sesuai dengan kebutuhamrakai
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2. Perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah desabu.i Sedulun terhadap
masyarakat desa Limbu Sedulun dalam memperhatikan iatiadat suku
Dayak Belusu, agar pemerintah desa Limbu Sedulupatdanengerti
administrasi pertanahan yang dilakukan oleh makgaissecara adat sehingga
tercapainya sebuah tertib administrasi pertanalarg ydiharapkan kedua
belah pihak.

3. Dalam peningkatan pelayanan masyarakat pemiergeaa Limbu Sedulun
kepada masyarakat desa Limbu Sedulun, agar peaterif@terah kabupaten
Tana Tidung mengadakan pelatihan-pelatihan kepaldaus perangkat desa
Limbu Sedulun yang bertujuan untuk meningkatkan l®mdaya manusia
yang lebih baik agar lebih maksimal dalam membaerikalayanan tertib
administrasi pertanahan kepada masyarakat desailSatulun.

4. Diharapkan adanya koordinasi dari pemerintaha ddésnbu Sedulun dan
pemerintah tingkat kecamatan Sesayap Hulu kepadeerpgah kabupaten
Tana Tidung, agar lebih memperhatikan kebutuhanyanakat dalam
merumuskan kebijakan mengenai peraturan pertangduwag sesuai dengan
kebutuhan masyarakat tanpa melupakan sejarah sidatait yang berlaku di
desa Limbu Sedulun.

5. Agar pemerintah desa Limbu Sedulun segera menpauaturan desa dalam
tertib administrasi pertanahan, dan melakukan koasil kepada pemerintah
kabupaten Tana Tidung dan lembaga-lembaga atawn hpeitanahan terkait
penyelenggaraan peraturan daerah tentang RencanaRDmng Wilayah
(RTRW) kabupaten Tana Tidung.
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Dokumen-dokumen
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 200htang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968htang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 20@tang Pembentukan Kabupaten Tana
Tidung di Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24uifd997Tentang
Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Hiit@005Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3gii2007Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
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